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ABSTRAK

Fira Febrina : Tinjauan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap
Ketidakpatuhan Membayar Pajak Kendaraan
Bermotor Bagi Wajib Pajak Pada Kantor SAMSAT
Kota Padang

Dosen Pembimbing : Thamrin, S.Pd, M.M

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi administratif
terhadap ketidakpatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor
SAMSAT Kota Padang. Penelitian dilakukan di Sistem Administrasi Manunggal
Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang, JI. Asahan No. 2, Rimbo Kaluang, Kec.
Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk
memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari
subjek atau objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa
dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara
langsung di SAMSAT Kota Padang dan data sekunder yaitu berupa data target dan
realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan data jumlah tunggakan Pajak
Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukan bahwa setiap
tahunnya terjadi peningkatan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT
Kota Padang, dimana tunggakan ini akan dikenakan sanksi administratif Pajak
Kendaraan Bermotor yang berlaku di SAMSAT Kota Padang yaitu 2% perbulan
dengan maksimal 24 bulan dari jumlah pokok pajak yang terutang. Namun dengan
adanya sanksi administrasi tidak dapat mendorong wajib pajak Pajak Kendaraan
Bermotor untuk membayar pajaknya tepat waktu yang disebabkan oleh beberapa
faktor, yaitu kurangnya kesadaran, kendaraan sudah tua, dan kesulitan ekonomi.
Upaya yang dilakukan oleh SAMSAT Kota Padang untuk mengatasi penunggakan
Pajak Kendaraan Bermotor agar meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Sanksi Administratif, Pajak Kendaraan Bermotor
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan nasional membutuhkan pembiayaan yang
besar, salah satu cara mendapatkan dana yaitu dengan memaksimalkan
pendapatan berupa pajak. Menurut Soemitro (2012), pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di
tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut pemungutan dan pengelolaannya dibagi menjadi dua
jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang No. 28
Tahun 2009, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya keperluan
masyarakat. Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak
Kendaraan Bermotor.

Salah satu pendapatan daerah yang berkontribusi paling besar adalah
Pajak Kendaraan Bermotor. Setiap tahunnya terjadi peningkatan
perkembangan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sudah menjadi
kebutuhan mutlak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Selain
karena bertambahnya kebutuhan akan kendaraan pribadi, faktor lain seperti

mudahnya memiliki kendaraan bermotor juga menjadikan masyarakat lebih



mudah tertarik membeli, apalagi datang dengan berbagai penawaran seperti
uang muka dan cicilan pembayaran yang rendah. Perkembangan ini tentunya
menguntungkan bagi lembaga pemungut pajak kendaraan bermotor guna
meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Peningkatan pembelian
kendaraan bermotor ini dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor, sehingga yang harus membayar Pajak Kendaraan Bermotor juga
bertambah.

Dengan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
di suatu daerah, tentunya tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak juga meningkat.
Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam
memenuhi kewajibannya. Kurangnya kepatuhan dalam membayar Pajak
Kendaraan Bermotor menjadi penyebab tidak optimalnya penerimaan pajak
tersebut.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PKB di Kantor SAMSAT Kota
Padang

Target Realisasi
Tahun Unit Rp Unit Rp

2017 | 283.941 | 189.361.963.000 | 394.066 | 280.480.633.500
2018 | 402.141 | 273.772.394.000 | 398.507 | 304.788.714.150
2019 | 395.839 | 305.927.859.000 | 403.725 | 334.185.142.800

2020 | 357.640 | 294.905.826.000 | 292.704 | 280.148.820.850
Sumber : UPTD SAMSAT Kota Padang

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 mengalami
kenaikan penerimaan secara signifikan dari target yang ditetapkan sebesar
394.066 unit. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan tidak mencapai target
sebesar 398.507 unit, sedangkan pada tahun 2019 realisasi penerimaan

melebihi target yang ditetapkan sebesar 403.725 unit. Pada tahun 2020 realisasi



penerimaan mengalami penurunan yang signifikan sebesar 292.704 unit,
dimana pada tahun ini merupakan realisasi penerimaan paling kecil dari tahun-
tahun sebelumnya. Tidak tercapainya target penerimaan PKB pada tahun 2018
dan 2020 membuat penerimaan PKB di Kota Padang belum optimal. Masih
banyak unit kendaraan bermotor yang menunggak PKB nya. Berikut disajikan
tabel jumlah kendaraan bermotor yang menunggak membayar Pajak
Kendaraan Bermotor di Kota Padang.

Tabel 2. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT
Kota Padang

Tunggakan
Tahun | (Unit) (Rp)
2017 | 22.166 34.238.031.700
2018 | 27.316 38.919.307.250
2019 | 38.333 45.617.640.950
2020 | 57.474 49.392.479.250

Sumber: UPTD SAMSAT Kota Padang

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya dari tahun
2017-2020 banyak tunggakan PKB yang tidak dibayarkan oleh wajib pajak dan
tunggakan tersebut meningkat secara signifikan tiap tahunnya. Hal ini dapat
menjadi penyebab belum optimalnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
di SAMSAT Kota Padang yang diikuti dengan menurunnya tingkat kepatuhan
wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga
menyebabkan banyaknya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT
Kota Padang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 25 Tahun 2018

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56



Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, apabila ada yang
melanggar peraturan dengan tidak mematuhi dan tidak taat dalam pembayaran
pajaknya, maka dikenakan tarif denda berupa denda administrasi untuk roda 2
dan roda 4 adalah 2% perbulan (maksimal 24 bulan).

Dalam penelitian sebelumnya, oleh Rahayu (2018) meneliti tentang
Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada
Kantor SAMSAT Wilayah | Kota Makassar. Berdasarkan penelitiannya, sanksi
administratif sebagai peringatan dan pelajaran kepada wajib pajak agar tepat
waktu dalam pembayaran pajak kedaraan bermotor. Wajib pajak yang
dikenakan sanksi administratif semakin meningkat setiap tahunnya seiring
dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda dua pada SAMSAT
Wilayah | Kota Makassar. Wajib pajak telah menyadari bahwa terlambat
membayar pajak kendaraan bermotor roda dua akan dikenakan sanksi
administratif, namun wajib pajak masih mengabaikan peraturan perpajakan
tersebut. Sanksi administratif yang diberikan kepada wajib pajak ternyata tidak
dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan
bermotor roda dua tepat waktu.

Berdasarkan penelitian terdahulu, oleh Irianingsih (2015) yang
meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan
Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak

Kendaraan Bermotor Samsat Sleman). Dari hasil penelitiannya, sanksi



administrasi pajak yang ditetapkan tidak meningkatkan adanya kepatuhan
wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin wajib pajak
mengetahui tentang sanksi administrasi pajak maka kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak akan semakin berkurang, sehingga sanksi administrasi
pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa dengan
adanya penerapan sanksi administratif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu. Wajib
pajak masih mengabaikan kewajiban membayar pajaknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan
wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kantor Samsat
Kota Padang dengan judul “Tinjauan Penerapan Sanksi Administratif
Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Bagi
Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Kota Padang”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan
yang dapat dirumuskan, yaitu
1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan

membayar pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak pada kantor
SAMSAT Kota Padang?.
2. Apafaktor yang menjadi penghambat dalam pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Padang?.



3. Apa upaya yang dilakukan oleh Kantor SAMSAT Kota Padang dalam
mengoptimalkan PKB dengan adanya kebijakan Sanksi Administratif?.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini
mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui:
1. Penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak
kendaraan bermotor bagi wajib pajak pada kantor SAMSAT Kota Padang.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
pada Kantor SAMSAT Kota Padang.
3. Upaya Kantor SAMSAT Kota Padang dalam mengoptimalkan penerimaan
PKB dengan adanya kebijakan Sanksi Administratif.
D. Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan,
sebagai berikut :
1. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat manambah kemampuan
intelektual dan mengkaji lebih dalam tentang penerapan sanksi administrasi
terhadap ketidakpatuhan membayar pajak kendaraan bermotor bagi wajib
pajak pada kantor SAMSAT Kota Padang.
2. Bagi Peneliti Lainnya
Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi, wawasan
dan masukan untuk penelitian selanjutnya sehingga hasilnya dapat lebih

baik dari sebelumnya.



3. Bagi Universitas Negeri Padang
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam
pengembangan teori yang terkait dengan analisis penerapan sanksi
administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak kendaraan bermotor
bagi wajib pajak pada kantor SAMSAT Kota Padang.
4. Bagi Masyarakat Lingkungan Perguruan Tinggi
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan
pengetahuan untuk memperluas sudut pandang tentang penerapan sanksi
administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak kendaraan bermotor

bagi wajib pajak pada kantor SAMSAT Kota Padang.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor SAMSAT
Kota Padang mengenai penerapan sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan
membayar Pajak Kendaraan Bermotor bagi Wajib Pajak pada Kantor SAMSAT
Kota Padang, penulis dapat menyimpulkan bahwa :
Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang meningkat
tiap tahunnya. Hal ini menyebabkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor di SAMSAT Kota Padang tidak stabil. Penunggakan PKB ini akan
dikenai sanksi administrasi sebesar 2% perbulan dengan maksimal 24 bulan dari
pokok pajak terutangnya sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2018.
Penerapan sanksi administrasi ini dikenakan kepada wajib pajak kendaraan
bermotor yang terlambat membayar PKB nya meskipun baru telat sehari setelah
tanggal jatuh tempo. Apabila wajib pajak memiliki tunggakan pajaknya melebihi
24 bulan atau 2 tahun, maka akan diberlakukan penghapusan registrasi dan
identifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur dan aturan yang
berlaku. Jika wajib pajak ingin membayar pajak terutangnya kembali, maka
harus melakukan perpanjangan STNK dan membayar sanksi administrasi yang
didapatkan yaitu sebesar 48% dari pokok pajak terutang. Penerapan sanksi
administrasi di SAMSAT Kota Padang belum berjalan dengan baik karena masih
adanya tunggakan PKB tiap tahunnya, sehingga alasan penerapan sanksi

administrasi agar wajib pajak segera membayar kewajibannya tidak terlaksana.
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Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pada uraian sebelumnya maka
saran yang dapat diusulkan penulis yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap (SAMSAT) Kota Padang diharapkan kedepannya dapat meningkatkan
kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor agar anggaran penerimaan
pendapatan yang sudah ditargetkan dapat tercapai dengan maksimal sesuai
dengan harapan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya
pembayaran pajak lebih ditingkatkan lagi agar wajib pajak tergerak untuk

membayar pajak tepat waktu.
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